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Salinan 

NO :  5 /LD/201 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR :  5  TAHUN  201      

 

 
BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  

NOMOR :    5    TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 – 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI INDRAMAYU, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah terpilih diwajibkan 

untuk menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah paling 

lambat 6 (enam) bulan 

setelah dilantik; 

  b.  bahwa Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 

merupakan dokumen 

perencanaan untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun yang 

mencakup Strategi 

Pembangunan Daerah, 

Kebijakan Umum, Program 

Prioritas dan Arah Kebijakan 

Keuangan Daerah yang 

disusun secara sinergis 

dengan Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi serta 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 

dan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana 
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Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah;  

  c.  bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan 

huruf b tersebut diatas, perlu 

menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2016 – 

2021. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
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Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  

  4. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, 
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Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

  6. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

  7. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  
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  8. Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

  9. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

  10. Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4725);  
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  11. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

  12. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

  13. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua 
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Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);  

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 

79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan 
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Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);  

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 

39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663);  
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 

3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4693);  

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815);  
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  21. Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

4816);  

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 

15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5103); 
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  24. Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, 
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Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5587);  

  26. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2008 

Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 

24 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 

2010 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 87);  
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  27. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009 

Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 64); 

  28. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 22. Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 86); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2013 
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Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 160); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2008 

Nomor 1 Seri E.1); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten 

Indramayu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Indramayu Tahun 

2008 Nomor 6 Seri D.2); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2012 

Nomor 1 Seri D.1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Nomor 1).  
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Dengan Persetujuan Bersama : 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU 

dan 

BUPATI INDRAMAYU 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 

2016 – 2021.  

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu. 

2. Bupati adalah Bupati Indramayu.  

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Indramayu. 



 17 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Indramayu. 

5. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian 

dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

di Daerah.  

6. Masyarakat adalah orang perseorangan, 

kelompok orang termasuk masyarakat hukum 

adat atau badan hukum yang berkepentingan 

dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik 

sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima 

manfaat maupun penanggung risiko.  

7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah dan usaha besar yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten 

Indramayu.  

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang ada.  

9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 

adalah proses penyusunan rencana 

pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk 

menghasilkan dokumen perencanaan selama 

periode 1 (satu) tahun.  
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10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten 

Indramayu untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah 

pembangunan jangka panjang Kabupaten 

Indramayu.  

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana 

pembangunan tahunan Daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun.  

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Indramayu yang selanjutnya disebut RTRWK 

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 

yang mengatur struktur dan pola ruang 

Kabupaten Indramayu.   

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan SKPD yang 

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 1 (satu) tahun.  
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15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang 

menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan 

strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, 

tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi 

kinerja. 

16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang 

dilakukan secara terus menerus dan terencana 

oleh seluruh komponen di daerah untuk 

mewujudkan visi daerah. 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 

yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan.  

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan 

visi dan misi. 

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil 

oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 

21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam 

bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan, untuk mencapai hasil yang 

terukur sesuai dengan misi. 
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22. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja 

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya, baik berupa personal, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumber daya, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang atau jasa.  

23. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik 

secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, 

hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 

kegiatan. 

24. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan 

dari suatu program atau keluaran yang 

diharapkan dari suatu kegiatan. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Indramayu. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP RPJMD 

 

Pasal 2 

 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJPD 

dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD 

Provinsi Jawa Barat. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, 

Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan 

Umum, dan Program SKPD, lintas SKPD, dan 

Program Kewilayahan disertai Rencana Kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif.  

 
BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai 

pedoman dalam :  

a. penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 

(satu) tahunan selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun;  
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b. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun; dan  

c. penyusunan Renja SKPD.   

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :  

a. menetapkan visi, misi dan program 

pembangunan jangka menengah Daerah;  

b. menetapkan pedoman dalam penyusunan 

Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan 

perencanaan penganggaran;  

c. menetapkan pedoman dalam penyusunan 

Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD, serta 

perencanaan penganggaran Kecamatan se-

Kabupaten Indramayu; dan  

d. mewujudkan perencanaan pembangunan 

daerah yang sinergis,  terpadu dan 

berkesinambungan antara perencanaan 

pembangunan Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang 

berbatasan. 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 4 

RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 

disusun dengan sistematika penyajian sebagai 

berikut :  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar 

hukum penyusunan, hubungan 

antar dokumen, sistematika 

penulisan, serta maksud dan 

tujuan penyusunan RPJMD. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI 

DAERAH 

Memuat secara logis dasar analisis 

dan gambaran umum kondisi 

Daerah, yang meliputi aspek 

geografi dan demografi, aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek 

pelayanan umum, serta aspek daya 

saing daerah 

 

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

Memuat gambaran hasil 

pengelolaan keuangan Daerah, 

antara lain yang berkaitan dengan 

pendapatan daerah, belanja daerah, 

pembiayaan daerah, neraca daerah 

serta kerangka pendanaannya. 



 24 

BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS 

Memuat berbagai isu strategis yang 

akan menentukan kinerja 

pembangunan dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun mendatang. 

 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Memuat penjelasan visi dan misi 

Pemerintah Daerah untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun ke depan, 

tujuan dan sasaran serta indikator 

kinerja setiap misi pembangunan. 

 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Memuat dan menjelaskan strategi 

yang dipilih dalam mencapai tujuan 

dan sasaran serta arah kebijakan 

dari setiap strategi terpilih. 

 

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Memuat uraian hubungan antara 

kebijakan umum dan program 

pembangunan daerah yang meliputi 

urusan pemerintahan wajib terkait 
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pelayanan dasar, urusan 

pemerintahan wajib tidak terkait 

pelayanan dasar, urusan 

pemerintahan pilihan, fungsi 

koordinasi penunjang daerah dan 

lainnya dalam mendukung urusan 

pemerintahan. 

 

BAB VIII : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

DAERAH 

Memuat indikator kinerja daerah 

yang bertujuan untuk memberi 

gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan 

misi Bupati dan Wakil Bupati pada 

akhir periode masa jabatan. 

 

BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH 

PELAKSANAAN 

memuat pedoman untuk 

penyusunan dokumen perencanaan 

pada masa transisi untuk 

perencanaan, penganggaran 

pembangunan daerah dan kaidah 

yang mengatur SKPD dengan 

didukung Instansi Vertikal dan 
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Pemerintah Kecamatan serta 

masyarakat dan dunia usaha untuk 

melaksanakan program yang 

tercantum dalam RPJMD. 

 

BAB V 

ISI DAN URAIAN RPJMD 

 

Pasal 5 

Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian 

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini.  

 

BAB VI 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.  

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu.  

 

 

 

Ditetapkan di Indramayu 

Pada tanggal  26 - 7 - 2016 

 

BUPATI INDRAMAYU 

      

       Cap/ttd 

 

ANNA SOPHANAH 
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Diundangkan di Indramayu 

Pada tanggal      16 - 8 - 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

 

       Cap/ttd 

 

AHMAD BAHTIAR 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  

TAHUN  2016    NOMOR : 5 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

KABUPATEN INDRAMAYU 
 
 

 
TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH 
NIP. 19650206 199301 1 001 

 

 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT : 5/131/2016 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

NOMOR :   4    TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN  

JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 - 2021 
 

 

I. UMUM 

A. Dasar Pemikiran 

 Pembangunan merupakan suatu proses 

yang harus dilakukan secara terus-menerus 

dalam rangka memperbaiki indikator sosial 

maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping 



 30 

itu, pembangunan yang dilakukan juga 

merupakan suatu proses multi dimensional 

yang menyangkut perubahan-perubahan 

penting dalam suatu struktur, sistem sosial, 

ekonomi, sikap masyarakat, percepatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka 

pengangguran dan penanggulangan 

kemiskinan. Oleh karena itu perlu 

dirumuskan dalam suatu perencanaan 

pembangunan yang transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berwawasan 

lingkungan.  

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, mengamanatkan 

bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki 

Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu 

Rencana Pembangunan Daerah yang wajib 

disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
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dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD).  

 Dokumen RPJMD ini merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan 

Kabupaten Indramayu untuk periode 5 (lima) 

tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih periode 2016-2021 dengan 

memperhatikan Sumber Daya Alam dan 

potensi Kabupaten Indramayu. 

 

B. Ruang Lingkup 

 Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten 

Indramayu Tahun 2016-2021 meliputi 

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara pemerintahan dengan 

melibatkan masyarakat. 

 

C. Prinsip-prinsip 

 Prinsip RPJMD Kabupaten Indramayu 

Tahun 2016-2021 adalah :  

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional;  
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b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama 

para pemangku kepentingan dengan 

berdasarkan peran dan kewenangan 

masing-masing;  

c. mengintegrasikan rencana tata ruang 

dengan rencana pembangunan daerah; 

dan 

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimiliki masing-masing 

daerah sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional.  

 

D. Pendekatan 

 RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 

2016-2021 menggunakan pendekatan :  

a. teknokratik, yaitu menggunakan metode 

dan kerangka berfikir ilmiah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah;  

b. partisipatif, yaitu melibatkan semua 

pemangku kepentingan (stakeholders) 

dengan mempertimbangkan relevansi 

pemangku kepentingan, kesetaraan antara 

pemangku kepentingan, transparansi dan 

akuntabilitas, keterwakilan seluruh 

segmen masyarakat, rasa memiliki 

dokumen perencanaan serta terciptanya 
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konsensus atau kesepakatan pada semua 

tahapan;  

c. politis, yaitu program-program 

pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih pada saat kampanye disusun ke 

dalam RPJMD; dan 

d.  bottom up - top down, yaitu penyelarasan 

melalui musyawarah yang dilaksanakan 

mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, 

Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta 

sinkronisasi dan sinergi pencapaian 

sasaran rencana pembangunan nasional 

dan rencana pembangunan daerah.  

 

E. Tahapan 

 Tahapan penyusunan RPJMD 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 

terdiri dari :  

a. persiapan penyusunan;  

b. penyusunan rancangan awal dan 

rancangan yang disempurnakan;  

c. pelaksanaan Musrenbang RPJM;  

d. perumusan rancangan akhir dan 

konsultasi kepada Gubernur; dan 
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e. penetapan Peraturan Daerah dan 

klarifikasi Gubernur.  

 

F. Muatan 

 Muatan RPJMD Kabupaten Indramayu 

Tahun 2016-2021 terdiri dari :  

a. Gambaran umum kondisi Daerah;  

b.  Gambaran pengelolaan keuangan Daerah 

dan kerangka pendanaan;  

c.  Analisis isu-isu strategis pembangunan 

jangka menengah Daerah;  

d.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;  

e.  Strategi dan Arah Kebijakan;  

f.  Kebijakan umum dan program 

pembangunan;  

g.  Indikasi rencana program prioritas;  

h.  Penetapan indikator kinerja Daerah; dan 

i.  Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas.  

 

Pasal 2  
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Cukup jelas.  

 

Pasal 3  

Cukup jelas.  

 

Pasal 4  

Cukup jelas.  

 

Pasal 5  

Cukup jelas.  

 

Pasal 6 

Cukup jelas.  

 

Pasal 7 

Cukup jelas.  

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

INDRAMAYU NOMOR : 03 
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